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MOTTO 

Qr. Al-Insyrah Ayat 5-8 

Artinya: “sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan maka apabila 

engkao  telah selesai (dari urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain).” (Qr. Al- Insyrah Ayat 6-7) 
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Abstrak 

Permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab bagaimana implementasi 

peraturan bupati lombok utara Nomor 35 tahun 2017  terkait  pemilihan kepala 

desa serentak didesa salut dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

proses pemiliham kepala desa didesa salut. Penelitian ini dilakukan didesa salut  

kecamatan kayangan lombok utara. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

Kepala bidang PADes Lombok  Utara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut, 

Badan Permusywaratan Desa (BPD), Kepala Desa Salut dan Tokoh  Masyarakat  

yang jumlahnya sebanyak sembilan (9) orang. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam 

penelitian ini bersumber dari data skunder dan primer . data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menujukan bahwa: 

implemenetasi pemilihan kepela desa serentak didesa salut sudah berjalan dengan 

baik hal ini tidak terlepas dari asfek-asfek implementasi seperti: Komunikasi, 

Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat (4) asfek  ini menjadi 

tolak ukur keberhasilan implementasi pemilihan kepala desa didesa salut. Adapun  

faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa salut 

yaitu sumber daya manusia tingkat kabupaten masih kurang, indetitas 

calon,pemesanan logistic dan lemahnya pengawasan.  

Kata kunci: Implementasi Peraturan Bupati, Pemilihan Kepala Desa Serentak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2. Latar Belakang 

Berdasarkan  undang-undang dasar  Negara Republik ,Indonesia Tahun 

1945, Passal 18 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan 

Repulik  Indonesia  di  bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

dibagi  atas  kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten  dan kota 

itu  mempunyai  pemerintahan  daerah yang diatur denagn undang-undang, dan 

pada ayat (5) menyebutkan bahwa: pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintah  yang  oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusanpemerintah pusat. 

Menurut  Mintah Thoha (2009:37) dilaksankannya otonomi daerah, 

karena  mengingat luasnya wilayah Negara Indonesia dan demi efesiensinya 

dalam kegiatan tugas Negara, dipandang tidak mungkin menyelenggarakan 

pemerintahan  ditangani  seluruhnya  secara  sebtralisis  oleh  pemeirntah  pusat, 

di samping itu, pembatasan kekausaan pemerintahan juga dilakukan untuk 

menghindari terjadinya penumpukan atau sentaralisai kekuasaan pada suatu 

tangan atau lembaga, sebab sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada 

otoritarisme dalam penyelenggaraaan kekuasaan. 

Dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan 

yang  disebut  desa  dan  kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-

Undang Negara Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945, UUD mengatur 

bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 



 

20 
 

hukum  adat  beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan  perkembangan masyrakat dan prinsip Negara Kesatuan Repulik 

Indonesia,  serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur didalam undang-

undang  saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling 

bawah (bukan kedudukannya) dengan  setaus  yang berbeda. 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bates 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerntahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksarsa masyarakat, hak asal usul 

atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 6 Tahun 2014) 

Berkaitan dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, 

setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945, penaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi 

pemerintahannya  mengacu  ketentuan  passal 18 ayat (7) yang menegaskan 

bahwa “ susunandan  tata  cara  peneyelenggaraan  pemerintah daerah diatur 

dalam  undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Passal 18 ayat (7) Udang-Undang 

Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan 

adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahn Indonesia. Melalui 

perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 

Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas 

melalui  ketentuan  dala passal 18 ayat B (2) yang berbunyi” Negara mengakui 

dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  dan  adat  beserta  
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hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyaratkat  dan  prinsip  Negara  KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang”. 

Dengan  adanya  otonomi  daerah  ini maka daerah sendiri yang berhak 

menggatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan  

aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintah daerah yang otonom, segala 

proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan  

Pemilihan  Kepala  Desa (selanjutnya disingkat Pilkades)  yang  selanjutnya  

diatur oleh  Peraturan Bupati. 

Dalam penyelenggaraan pemilihan desa yang selanjutnya disinggat 

Pilkades, Pilkades dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, 

bersifat  langusng  umum, bebas,rahasia, jujur dan adil dan tahapan 

penyelenggaran  sama  dengan  pilpres dan pilkada, kedati demikian pilkades 

tidak  dimasukan  dalam  rezim  pemilu Yng diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 terkait pemilu. Pilkades seakan menjadi anak tiri dalam 

pemilihan  umum  di indonesia, padahal Pilkades pada proses penyelenggaraannya  

lebih  rawan  secara sosial, politik  dibandingkan  pemilu  yang  lain. 

Pemilihan  Kepala  Desa  selanjutnya diatur khusus dalam Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang   Desa, yang  sebelumnya diatur 

Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004 tentang  peraturan  daerah yang 

memuat  pengaturan  daerah  sebagai  daerah  otonom dan mengakui 

pemerintahan desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan 

desa  berhak, memiliki  kewenagan  untuk  mengurus  rumah  tangga  desa. 
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Pemilihan  desa  secara  konseptual  sangat  erat terkait dengan upaya 

untuk  mengwujudkan  tujuan yang hakiki dari adannya otonomi pemerintahn 

desa itu sendiri,yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adannya pengakuan ahak untuk 

mengatur unrusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari 

masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya namun hak, kewenagan, dan 

kebebasan  dalam  penyelenggaraan  otonomi desaharus tetap menjujung nilai-

nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan  otonomi  desa, karena didalam  penyelengaraan  otonomi  

didesa kepala desa mengemban fungsi  yang  penting  dalam penyelenggaraan 

roda pemerintah di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa bahwa desa 

adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah ynag 

berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Neagara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan 

masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup 

dan sesuai dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Repulik Indonesia. 

Pemerintahan desa sendiri merupak struktur yang paliing bawah dalam 

sistem  pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan 
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masayarakat  dari  berbagai  lapisan,golongan, kepentingan dan berbagai 

persoalan  dan  berbagai  persoalan  dalam  masayrakat.  Hal ini menujukan 

bahwa jika pemerintah desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat 

memberikan pengaruh siknipikan terhadap kemajuan diberbagai bidang dalam 

masyarakat. 

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah telah 

terdapat  pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di passal 26 sampai 

dengan  pasal 47  yang  pada  intinya  menjelaskan kewenagan, hak dan 

kewajiban,  tata  cara  pemilihan, pemberhentian  kepala desa, Begitu pula 

didalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 

pengaturan  tentang  kepala  desa  yakni  mulai  passal 40 sampai denagan pasal 

60 yang  intinya  mengantur  kewenagan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, 

dan  pemberhentian  kepala  desa:  namun peraturan daerah nomor 43 Thaun 2014 

lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakn peraturan pelaksana. 

Hadinya  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang desa, 

menghadirkan  harapan  yang  besar  bagi  masyarakat awal leberhasilan roda 

pemerintahan dan pembangunan desa yang dimulai dari pemilihan kepala desa  

sampai  jalannya  roda pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan 

wujud demokrasi didesa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari,oleh, 

dan untuk rakyat, Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan  wujud  demokrasi  

didesa  karena memastikan rakyat turut serta dalam  pemerintahan  berupa  

memilih  pemimpinnaya. 
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Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga kepala desa adalah unsur 

penyelenggara pemeirntahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa 

sebagai pemimpin pemerintah desa. Berdasakan berdasarkan hal tersebut, 

pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah  yang sesuai dan tepat dalam suatu 

daerah menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal pencalonan. 

Pemilihan Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomr 6 tahun 

2014  tentang desa, Ketentuan tersebut secara ekplisit memberikan kewenagan 

atribusi kepada pemerintah daerah ( dalam hal ini kabupaten/kota) untuk dapat 

menetukan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah (pasal 33 huruf m). 

Pemerintah daerah dalam hal mengurus dan mengatur urusannya sendiri, 

pemerintah daerah berhak untuk membuat perturan daerah (PERDA) sesuai 

dengan kebutuhan , situasi, dan kondisi daerahnya. Peraturan daerah dapat 

berfubgsi  sebagai  alat untuk memperlancar jalannaya pemerintahan di daerah 

dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan 

dilaksanakan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah 

tidak  terlepas  dari  tugas untuk membina ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat didaerahnya. (Ayunita, 2014:40). 

Berkaitan  dengan  hal  diatas, pemerintah daerah kabupaten Lombok 

Utara  mengeluarkan Peraturan Bupati KLU Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa serentak merupakan peraturan yang 

dibentuk pemerintah  kabupaten  lombok  utara  sebagai tindak lanjut dari 

Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 dan undang-undang Kemendagri Nomor 
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65 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum peneyelenggaraan pemilihan 

kepala desa di Kabupaten lomobk utara. Kabuten lombok utara pertama kalinya 

melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, yang diikuti sebanyak 25 

desa yang tersebar di 5 kecamatan. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di KLU merupakan  sejarah  

baru  demokrasi  kabupaten lombok utara yang diikuti oleh 25 desa yang tersebar 

di 5 kecamatan dari 33 desa, itu terdiri terdiri dari kecamatan bayan 7 desa, 

kayangan 6 desa,gangga 4 desa, tanjung 4 desa, yang dilaksanakan pada 21 

November 2019 yang lalu. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  

Serentak  di Kabupaten Lombok utara, terdapat beberapa permasalahan yang 

ditemuakan (http:www.suarantb.com): (1) kurangnya  persiapan  dalam  peroses 

Pemilihan Kepala Desa, sehingga berdamfak  kepada  kepada  hasil  yang 

diperoleh pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (2) Peserta Pemilihan 

Kepala Desa maupun simpatisan masing-masing  calon  masih  tidak  

mengindahkan tata cara Pemilihan. (3) Money Politik masih kerapkali ditemukan 

pada saat perhelatan demokrasi local pada Pemilihan Kepala Desa. (4) Lemahnya 

pengawasan yang dilakukan tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan, maupun tingkat 

panitia pemilihan desa. Hal ini dikarenakan lemahnya Peraturan Bupati 

(PERBUB) yang didalamnya tidak mengatur dengan jelas tugas, wewenang, dan 

tangung jawab dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. 

Dari  uraian diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa 

pemilihan kepala desa serentak dikabupaten lombok utara yang diatur oleh 

peraturan Bupati Lombok utara Nomor 35 Tahun 2017 yang mengatur tentang 
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persiapan pelaksanaan, pencalonan, pencoblosan dan penghitungan suara, 

peyelesaian perselisihan, dan penetapan. Dalam proses imflementasi kebijkan 

Peraturan bupati kabupaten Lombok utara terjadi permasalahan dalam proses 

pelaksanaanya.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa 

salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019 ? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok 

utara tahun 2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses imflementasi Pemilihan kepala desa 

serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara  

ditinjau dari peraturan bupati kabupaten lombok utara Nomor 35 tahun 

2017. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja  yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan 

kayanagan kabupaten lombok utara tahun 2019. 
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1.4 Mamfaat Penelitian 

1. Mamfaat Teoritis 

a. Bagi Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk 

menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan bagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya studi Ilmu 

Pemerintahan. 

b. Bagi Mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

refrensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Mamfaat Praktis 

a. Bagi  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan masukan terhadap 

pelaksanaan peraturan bupati dan memberikan masukan untuk lebih  

meningkatkan  dan  lebih menkajilebih lanjut terkait peraturan bupati dalam  

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dikabupaten Lombok utara. 

b. Bagi masyarakat sebagai bahan ilmu  untuk  dapat  mengetahui  tentang tata 

cara pelaksanaan pemilihan  Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok 

Utara khususnya  masyarakat  di  desa  Salut  Kecamtan Kayangan  

Kabupaten  Lombok  Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari 

perbanidingan  dan  selanjutnya  untuk  menemukan inspirasi baru untuk 

penelitian selanjutnya disamping itu kajian  terdahulu membantu peneliti serta 

menujukan orsinalitas dari penelitian. 

Pada  bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasi peneliti terdahulu 

yang terkait dengan peneliti yang khendak dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya  baik  peneliti  yang sudah dipublikasikan atau belum 

dipublikasikan. (skripsi, jurnal,dan sebagainya). Dengan melakuakn langkah ini, 

maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang 

khendak dilakukan. 

Kajian  yang  mempunyai  relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara 

lain: 

1. Marno Wance, Raoda M.Djae. yang berjudul Dominasi Kuasa pada 

komplik Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten 

Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Yang membicarakan tentang 

kuasa politik yang terjadi pada arena pemilihan kepala desa serentak di 

Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan 

mengunakan metode penelitian Dekriptip kualitatif, pada penelitian ini ada 

tiga metode analisis data yang menjadi ajuan yang pertama reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Pelaksanaan Pilkades serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir, 

yakni terpilihnya kepala desa melalui proses Pilkades secara langsung. 

Walapun banyak dengan proses hukum pelanggaran pemilu. Pilkades 

serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaian besar terjadi 

komplik dan diselesaikan melalui proses PTUN di Ambon. Hasil putusan 

pengadilan komplik Pilkades dimenangkan oleh pemerintah Kabuapten 

Halmahera Selatan. Dominasi kekausaan penyelenggaraan didesa babang 

yaitu keperpihakan penyelenggaraan pilkades serta masih mempunyai 

hubungan darah/keluarga denagan salah satu pasangan. Komplik 

pemilihan kepala desa dibabang dan desa Marabose diputukan pada PTUN 

Ambon untuk dilakukan pemilihanulang (PSU) untuk memilih Kepala 

Desa Marabose. Karena Pilkades akan dilaksanakan pada tahap II denagan 

pertinbangan efesiensi sehingga diberikan PJS untuk menjalankan roda 

pemerintahan desa. Pennyebab komplik karena terjadinya mobilisasi 

penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu 

komflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016. 

2. Neneng Yani Yuniangsih Yang berjudul Demokrasi Dalam Pemilihan 

Kepala Desa, yang membicarakan tentang Dinamika Politik ditingkat desa 

yang berfokus pada proses pemilihan kepala desa. Dengan mengunakan 

metode pendekatan kualitatif, pada penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi almiah (natural seting) sumber data primer, teknik 

pengumpulan data, observasi, wawancara, dan Fokus Grup Discusion. 



 

30 
 

Pemilihan Kepala Desa (2008-2013) di tiga desa yaitu di desa 

Nenglasan Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang bertipologi 

tradisonal, didesa Cimekar kecamatan Cieleunyo Kabupaten Bandung 

yang bertipologi tradisional dan didesa cipancing kecamatan jatinager 

Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara 

relatif demokratis. Masih ada beberapa bagian dari kriteria sebuah 

demokrasi yang ideal yang belum dapat dicapai dalam Pilkades di tiga 3 

(Tiga) desa itu. Penelitian ini menemukan bahwa penomena praktek 

pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari 

demokrasi, namun sebagai kriteria lainnaya masih belum terpenuhi. Dua 

kriteria yang berlaku sepenuhnya ditiga desa itu adalah kriteria partisipasi 

efektif dan kontrol terhadap agenda. Sedang ketiga kriteria lainnya 

kesetaraan pilihan, pemehaman yang memadai, dan insklusif masih belum 

sepenunya tercapai. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa praktik 

demokrasi dalam Pilkades ditiga desa dalam prespektif kriteria ideal 

sebuah demokrasi, tercapainya antara lainberkaitan dengan sejarah 

perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya, Pada 

akhirnya konsep demokrasi dimaknai berbeda-beda dalam praktik masing-

masing pilkades yang diteliti. 

3. Jusmiati Yang berjudul Anlisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala 

Desa Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. 

Yang membicarakan tentang , imflementasi Peraturan Daerah Dalam 

Pemilihan kepala desa Serentak Di kabupaten Kutai Timur. Dengan 
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metode penelitian mengunakan metode penelitian deskriprif kualitatif, 

dengan mengunakan analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara 

Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, sudah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai tahap persiapan, 

pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara 

optimal. Dimana ada masih ada faktor penghambat didalam pelaksanaan 

pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung , kurangnya 

komunikasi dan imformasi  antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta 

terlambatnya penyaluran anggaran pemilihan kepala desa  dan kurangnya 

kordinasi antar panitia dalam pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa. 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai 

Timur, maka penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 

Kepada pihak-pihak terkait baik panitia pelaksana tingkat kabupaten, 

tingkat kecamatan, dan panitia pelaksana tingkat desa harus lebih 

meningkatkan komunikasi dan kordinasi terkait dengan pelaksana 

pemilihan kepala desa serentak khususnya dalam penyampaian imformasi 

dari panitia pelakana tingkat desa dengan menyalurkan imformasi yang 

disampaiakan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak panitia 

harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya 
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dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sehingga sangat perlu 

adaanya pelatihan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih 

dahulu , agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Kepada panitia pemilihan 

kepala desa tinggkat kabupaten dan pemeirntahn yang terkait khususnya 

dalam penyediaan anggaran pemilihan kepala desa serentak untuk 

memaksimalkan penyaluran anggaran dan mengimformasikan jika terdapat 

keterlambatan penyaluran anggaran agar panitia pemilihan kepala desa 

tingkat desa dapat mencari alternatif lain agar persiapan pemilihan kepala 

desa tetap dapat berjalan dengan baik. 

4. Taufik Gunawan, dengan judul, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

Didesa Sriwulan Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode Tahun 2009-

2015. Yang membicarkan tat cara pemilihan kepala desa di desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dengan Metode Penelitian 

Kualititaif dengan mengunakan peneltian lapangan, dengan teknik 

pengupulan data Observasi,interviuw angket dan konsiuner. 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015”, yang telah 

diuraikan dalam bab yang sebelumnya, maka dapat sisimpulkan bebrapa 

simpulan diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak pada Tahun 2007 lalu belumlah berjalan secara 

optimal. Pelaksanaan Pemilihan  Kepala Desa di Desa Sriwulan masih 



 

33 
 

terdapat pelanggaran-pelanggaran  yang  berupa pelangaran  terhadap 

Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya pelanggaran 

dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktek politik 

uang dan tidak tegasnya panitia, pengawas dan pembina, dalam hal 

pemasangan tanda gambar para Calon Kepala Desa memasang tanda 

gambar tidak pada tempatnya dan melangar waktu kampaye, hal seperti 

inilah yang menjadikan Pilkades tidak berjalan secara optimal. Para Calon 

Kepala Desa yang terlibat dalam praktek politik uang sebenarnya juga 

telah melakukan pelangaran persyaratan, yaitu soal kejujuran. Mestinya 

Pilkades yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan 

aturan yang ada. 

5. Rostin. Dengan judul Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 

Srentak Di Desa Benteng Teluee Kecamatan Amali Kbupaten Bone Tahun 

2015. Yang membicarakan tentang penyelenggaraan kepada desa srentak 

dan faktor, pendukung dan penghambat Pemilihan Kepala Desa Srentak Di 

Desa Benteng Teluee Kecamatan Amali Kabuapten Bone Tahun 2015. 

Dengan mengunakan Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dengan 

teknik mengupulan data mengunakan. Observasi, wawancara, dan 

Dokumen.  

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng 

Tellu dumulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan,hingga pemungutan 

suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan 

prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan 
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terhadap persyaratan calon yang meliputi veripikasi dan klarivikasi 

kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sehingga tidak akan 

ada lagi calon yang mengunkan ijazah palsu. Pada tahapan persiapan 

panitia pemilihan telahdumusywarahkan bersama seluruh elemen desa. 

Pada tahap pencalonan penitia membuka peluang bagi selurh 

masyarakatyang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan 

periviasi berkas dan ujian tertulis. Pada tahapan pemungutan suara 

berjalan dengan amandan lancar serta masyarakat yang mengunakan hak 

suarackurang lebih 87,54%. Angka yang lumayan baik jika diukur dari 

tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa. Adapun 

faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa 

srentak adalah pertama, ketidak jelasan tentang persyaratan ijazah bagi 

calon kedua, kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam 

memverifiaksi berkas calon, sehingga terjadi pengunaan ijazah palsu yang 

diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

O 

Peneliti Judul/Tahun Hasil Peneltian 

1 Marno Wance, 

Roada M.Djae 

“Dominasi Kuasa 

pada kumplik 

Pemilihan Kepala 

Desa srentak Tahun 

2016 di Kabupaten 

Pelaksanaan Pilkades 

srentak 2016 dapat 

mencapai tujuan kahir 

yakni terpilihnya kepala 

desa melalui 
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Halmahera Provinsi 

Maluku Utara 

proses,Pilkades secara 

langsung,walapunbanyakb

erakhir dengan proses 

hukum, Pilkades srentak 

di Kabupaten Halmahera 

Selatan besar terjadi 

kompolik dan diselesaikan 

melalui proses PTUN di 

ambon. 

 

1

2 

Neneng Yani 

Yuniangsih 

DemokrasiPemilihan 

Kepala desa dengan 

tipologi tradisional, 

dan modern di 

Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008-2013 

Pemilihan Kepala Desa 

(Pilkades) 2018-2013 di 

tiga desa yaitu desa 

nenglisari, desa cimekar, 

dan desa cipancing, 

pilkades ditiga desa itu 

sebagian telah memnuhi 

kriteria ideal dari deokrasi 

namun sebagian lainnya 

masih belum terpenuhi. 

3 Jusmiati Analisis Pelaksanaan 

Kebijakn Pemilihan 

Kepala Desa Srentak 

Di Kecamatan Rantau 

Pulung Kabupaten 

Kutai Timur 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang iflementasi 

Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Kepala Desa 

Secara Srentak di 

kecamatan Rantau Pulung 
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Kabupaten Kutai Timur 

sudah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan daerah 

mulai dari tahapan 

persiapan,pencalonan, 

pemungutan suara, dan 

penetapan namun tidak 

berjalan berjalan secara 

optimal. Dimana masih ada 

faktro penghambat didalam 

pelaksanaan pemilihan 

kepala desa srentak 

dikecamatan Rantau Pulung 

, kurangnya komunikasi dan 

imformasi antar panitia 

pelaksana pemilihan kepala 

desa, serta keterlambatan 

penyaluran anggaran 

pemilihan kepala desadan 

kurang koordinasi antar 

panitia dan pelaksanaan 

pemilihan kepala desa.  
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4 Taufik 

Gunawan 

Pelaksanaan Pemilihsn 

Kepala Desa Didesa 

Srieulan Kabupaten 

Demak Masa Jabatan 

Periode Tahun 2009-

2015 

Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa di Desa 

Sriwulan Kecamtan Sayung 

Kabupaten Demak pada 

tTahu 2007 lalu belumlah 

berjaln secara optimal. 

Pelaksnaan Pemilihan 

Kepala Desa didesa 

Sriwulan masih terdapat 

pelanggaran-pelanggaran 

yang berupa pelangaraan 

terhadap Perda Kabupaten 

Demak Nomor 2 Tahun 

2007, adanya pelanggaran 

terhadap aturan seperti 

terjadinya politik uang dan 

pelanggaran berkampanye 

 

5 Rostina Analisis  

Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala 

Desa Srentak Didea 

BentengTeluee 

Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa Srentak di 

Desa Benteng Teluee 

dimulai dari tahapan 

persiapan, pencalonan, 
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Kecamatan Amali 

Kabupaten Bone 

Tahun 2015 

hingga pemungutan suara 

telah berjalan sesuai dengan 

prosedur tetapi harus lebih 

teliti lagi dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap 

persyaratan calon yang 

meliputi verifiaksi dan 

klarivikasi kelebgkapan dan 

keabsahan  administrasi 

pencalonan, sehingga tidak 

akan ada lagi calon yang 

mengunakan ijazah palsu. 

Adapun faktro yang 

mempengaruhi jalannya 

pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa srentak adalah 

Pertama, ketidakjelasan 

tentangpersyaratan ijazah 

bagi calon, kedau, kurang 

telitinya panitia pemilihan 

tingkat desa dalam 

memverifikasi berkas calon, 

sehingga terjadi pengunaan 
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ijazah palsu yang diklaim 

oleh calon kepala desa yang 

tidak terpilih. 

 

Perbedaan secara umum antar 5 penelitian terdahulu yang penulis 

paparkan diatas dengan peneltian yang khendak penulis lakukan yaitu terletak 

pada topic permaslahan yang mengacu kepada perbedaan hasil peneltian dan 

objek penelitian, yang dimana peneliti, meneliti mengenai topic imflementasi 

peraturan daerah dalam pemilihan kepala desa srentak didesa salut kecamatan 

kayangan kabupaten lombok utara. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kebijakan publik 

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diproleh melalui 

suatu kegiatan atao tindakan yang bersifat administrativ.ilmiah ,dan politis yang 

dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait . 

sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengukur, mengelola, dan 

memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama. 

Menurut Willian Dunn setiap kebijakan mencangkup beberapa tahapan 

yang saling bergantung menurut uritan waktu. Penyusunan agenda,formulasi 

kebijakan, dan penilaian kebijakan. Aktipitas kebijakan yang termasuk dalam 

prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkanoleh Willian Dunn. 

Menurut James (dalam islamy, 2000:17) mendifinisikan kebijakan adalah 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diakui dan 
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dilaksanakan oleh seorang pelaku atao sekelompok pelaku guna memecahkan 

masalah tertentu. 

 Pendapat Thomas R. Dye (dalam islamy, 2000:118) mendifinisikan 

kebijakan publik sebagai “ Is whaterver government chose to do or not to do” (“ 

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atao tidak dilakukan”) dan 

pendapat ini mengandung pegertian  sebagai suatu keputusan untuk melakukan 

suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. 

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kebijkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tertulis namun disepakati, 

yaitu sisebut sebagai kovensi-kovensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini 

yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintahana, Peraturan keputusan Presiden, 

Peraturan Menteri, Peraturan daerah, Peraturan Keputusan Gubernur dan 

Peaturan/ Keputusan Walikota/Bupati kebijakan publik dalam bentuk undang-

undang atao Perda adalah bentuk kebijakan publik penjelas atao yang sering 

disitilahkan sebagai peraturan pelaksana. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut 

Wahab (2010) menyatakan bahwa: 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang bereriontasi pada 

pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak 

dan kebetulan. 

b. Kebijak publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling 

berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan 

tertentu yang dilakukan  oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang 

berdiri sendiri. 
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c. Kebijakan publik berkenan dengan aktivitas/tindakan yang segaja 

dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu. 

d. Kebijkan publik dimungkinkan bersifat fositif dalam arti merupakan 

pedoman tindakan pemerintah harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah 

tertentu,atao bersifat negativ dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu. 

Berdasarkan definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentudi masyarakat dimana dalam 

penyususnannya melalui berbagai tahapan. 

Gambar .2.1 

Siklus Pembuatan Kebijakan 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                         Sumber: Willian Dunn (1994)  
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2.2.2  Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi 

kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam  kehidupan  tersebut  

karena  tidak  dilaksanakan. 

Secara etimologis pengetian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh wahab (2004) adalah “konsep imflementasi berasal dari bahasa 

inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement 

(mengimflementasiakan) berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effeect 

to (untuk menimbulkan damfak/akibat terhadap sesuatu); (Webster dalam Wahab, 

2004:64). 

Implementasi  berasal  dari  bahasa inggris yaitu to implement yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu  yang  menimbulkan  damfak atao akibat terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan damfak atao akibat itu dapat 

berupa undang-undang, Peraturan Pemerintahan, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan  

implementasi kebijakan publik sebagai; “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Dengan demikian tindakan –tindakan 
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ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah  keputusan-keputusan  menjadi 

tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka 

melanjutkan usaha-usaha  untuk  mencapai perubahan-perubahan besar kecil yang 

ditetaokan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Adapun makna implemntasi menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul 

Subastoer (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 

65), mengatakan bahwa; implementasi adalah memahami apa yang  senyatanya 

terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atao dirumuskan merupakan focus 

perhatian imflementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 

mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan akibat/damfak pada masyarakat atao kejadian-kejadian. 

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157) terdapat pendekatan dalam 

implementasi kebijakan publik,antara lain: 

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu 

yang sangat menetukan. 

2. Pendekatan procedural/manajerial 

Pendekatan ini melihat imflemntasi dalam bentuk langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pelaksanaan ( planninggtau, programming, budgeting, 

suverpision, atau prograing, avaluation, review technique), yang paling penting 

dalam proses imflementasi adalah priorotas dan tata urutan. 

3. Pendekatan kewajiban/behavior  
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Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan 

masyarakat terhadap  suatu  kebijakan. Penerimaan  masyarakat terghadap suatu 

kebijakan  tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga 

oleh pendekatan  dalam  penyampaian dan cara mengimplemntasikannya. 

4. Pendekatan politik  

Keberhasilan  suatu  kebijakan  ditentukan oleh kemauan dan 

kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyrakat atau organisasi. 

Masih menurut  Zainal Abidin (2012: 147) proses implementasi berkaitan dengan 

dua faktor utama: faktor utama internal, dan faktor utama eksternal . faktor utama  

internal: kebijakan yang akan diimplemntasikan faktor utama eksternal: kondisi 

lingkungan dan pihak pihak yang terkait. 

Gambar 2.2 

Proses Implementasi Kebijakan Internsl dan Eksternal 

 

 

                        Sumber: Zainal Abidin, 2012 
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Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara 

lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manejemen menurut George R. 

Terry). 

1. Men ( Human Resources) dalam manejemene publik, sumber daya manusia ini 

tidak hanya mampu, tetapi harus  memenuhi persyaratan karis. 

2. Money  (Finances)  dalam manejemen pulbik, money sangat terkait dengan 

ketentuan perutntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu. 

3. Material (Logistik) 

4. Machine (Imformation)  manejemen  publik dikelola melalui imformasi yang  

berbentuk  persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip. 

5. Methos (Legitimation), keabsahana atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat 

penting . dalam menjemen publik dikebal dengan persetujuan atasan  atau  

sesuai  dengan  peraturuan  perudang-undangan  yang berlaku. 

6. Market (participation) partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula 

penolakan. Keduanya  merupakan  masukan  uang diperlukan dalam proses dan 

imflementasi kebijakan publik. 

Proses implementasi kebijakan itu bergerak dalam 4 lapisan lingkungan 

institusional: 

1. Konstitusi, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang   merupakan 

keputusan politik. 

2. Kolentip, proses implementasi kebijakan merupakan keputusan bersama 

berbagai  kekauatan  dan  kepentingan yang ada dalam masyarakat. 
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3. Oprasional, proses  implementasi adalah keputusan yang bersifat oprasional 

yang bergerak dalam situasi yang sudah berbentuk. Melalui kebijakan, diharapkan 

dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikhendaki. 

4. Distribusi, pada proes terakhir ini diharapkandapat menyebarkan hasil dari 

suatu kebijakan atau dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang merupakan 

hasil dari suatu kebijakan. 

   Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi  

kebijakan tidakakan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetpakan 

atau didentipikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi  implmentasi  

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga 

pada kahirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan 

atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

  Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses 

imflementasi kebijkan. Ada beberapa model imflementasi yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian diantaranya Model Imflementasi kebijakan yang 

dikemukakan Edward III dalam indiahono, Dwiyanto (2009,31), menujuk pada 4 

variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi 

Kebijakan, yaitu: 

 

1. Komunikasi  

  Yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik jika terjadi komunikasi afektif antara pelaksana program (kebijakan) 

dengan kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program 
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kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya 

distorasi atas kebijakan dan program. 

2. Sumberdaya  

  Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya 

yang memadai , baik sumber daya manusia,maupun sumber daya finacial. Sumber 

daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas imflementor yang 

dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah 

kecukupan modal imfestasi atas sebuah program/kebijakan . keduanya harus 

diperhatikan dalam imflementasi kebijakan. Sebab  tampa  kehandalam 

imflementor , kebijakan menjadi kurang energic dan berjalan lambad. Sedangkan 

sumber daya finacial yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat 

dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

3. Disposisi  

  Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada imflementor 

kebijakan/program. Karakter yang paling penting yang di,iliki imflementor  

adalah  kejujuran,  komitmen  dan demokratis. Implementor yang memiliki 

komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang 

ditemui dalam kebijkan. Kejujuran menggarahkan imflementor untuk tetap berada 

dalam arah program yang telah digariskan dalam guindelin program/kebijakan 

komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan 

tahap-tahap program secara  konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan 

kesan yang baik. Imflementor  dan kebijakan dihadapan anggota kelompok 

sasaran. Sikap ini akan menurunkan risestensi dari masryarakat dan 



 

48 
 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok saaran terhadap 

imfelemntor dan program/ kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi 

  Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan. Asfek struktur birokrasi ini mencangkup dua hal penting; 

petama  adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme 

imflementasi program biasanya sudah ditetapakan melalui standar oprating 

prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guidelaine program kebijakan. 

         SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistmatis, 

tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi ajuan 

dalam bekerja dalam bekerjanya imflemntor. Sedangkan struktur organisasi  

pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan komfleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan 

keputusan atas kejadian luar biasa dalam programa secara cepat. Dan hal ini 

adanaya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksible “ virus 

weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Gambar 2.3 

Model Imflementasi Kebijakan Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dwiyanto, 2009. 

   

 

2.2.1. Pemilihan Serentak 

Pemilu  dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. 

Pemilu mempunyai hubungan yang sangat siknifikan dengan demokrasi  apabila  

peraturan dan pelaksanaanya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia 

terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan  hak  atau non-

diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, bersrikat, berkumpul dan 

bergerak ha katas keamanan dan sebagainya (Zainal Arifin Husain 2015:33) 

Makna  Pemilu  Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik 

yang demokrasi adalah sebagaia adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan 
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yang dilakukan dengan  norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi  elit politik, 

bisa berjalan secara baik dan ajeg oleh karenanya pemilu yang demokratis 

berpijak kepada tiga asfek yakni: aturan, proses. Badan Pengawas Pemilu RI 

adalah Lembaga Negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia,disamping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan 

evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemililan Umum sesuai dengan amanat 

Undang-Undang NO 10 2016 pasal 22 B Huruf d. (Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah, 2017:5) 

Pemilu atau Pemilihan umum serentak yaitu proses memilih wakil untuk 

dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu atas dasar kedaulatan rakyat 

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat 

Daerah, dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indinesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan 

Umum, 2017:3)  

Merujuk kepada pengertian Pemilu menurut Kamus Besar Bahasa 

Idonesia (KBBI) adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat  

suatu  Negara  (untuk mrmilih wakil rakyat dan sebagainya) Pada awal  mulanya  

pemilihan  serentak  digagas oleh aliansi masyarakat sipil yang didalamnya 

terdapat tokoh yang paling penting terkait isu ini, yaitu effendi gazali. 

Berdasarkan  konsep menurut para ahli dan undang-undang tentang 

pemilu diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan aerentak adalah suatu  proses  
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pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih 

perwakilan rakyat diparlemen, baik itu ubtuk pemilihan Anggota Dewan, 

Perwakilan Rakyat Pusat, Anggota Perwakilan Daerah Provinsi, Presiden dan 

Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2.2.3. Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan  desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing 

lagi dan diperbincangkan oleh sebagaian masyrakat khusnya masyrakat pedesaan 

di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam 

dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala  desa  erat  kaitannya 

dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor 

pengerak bagi kesejahteraan masyrakat secara historis Pemilihan Kepala desa 

telah berjalan lamadan bersifat kangsung umum, rahasia, jujur dan adil telah 

dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi 

masyrakat dalam demokrasi di tingkat desa. 

Pemilihan Kepala Desa atau sering disingkat pilkades , adalah suatu pemilihan 

kepala desa secara langusng oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang 

merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan  jabatan  yang  dapat 

didudukioleh warga biasa (Pramudi: 2013). 

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi didaerah pedesaan 

yang merupakan asfek penetuan kekausaan sehingga akan mengundang  kompetisi 

dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk  mendapatkan 

jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala  desa tersebut dibutuhkan 
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partisipasi aktif dari masyarakat yang  ada  pada  hakekatnya  merupakan  suatu 

kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. 

Pemilihan kepala desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaualatan rakyat 

yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk  memilih  kepala  desa 

dan memutuskan  apakah  yang  mereka inginkan untuk dijalankan oleh 

pemerintah desa tersebut. Pemilihan kepala desa diharapkan sebagai proses 

demokratisasi di desa yang akan menjadi persyaratan bagi tumbuh kembangnya 

demokrasi ditingkat daerah maupun nasional. 

Kepala desa memiliki hak wewenang dan tangung jawab dalam 

pemerintahan  desa, berupa  menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang 

meruakan penyelengara dan penangung jawab utama dalam bidang pemeirntahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan (Saipul 2014:3). Disamping itu kepala desa 

juga mengeban tugas membangun mental masyarakat  desa  baik dalam bentuk 

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat  membangun yang dijiwai 

oleh asas usaha bersama  dan  kekeluargaan.  Berdasarakan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan 

pemerintahan desa penyelenggaraan serta penangung jawab atas jalannya roda 

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah (Hariyati.2015:1922). 

Pemilihan  kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa  yang 

bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan 

kepala desa dilakukan secara langung oleh masyrakat desa yang terdaftar denagn 

memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh  masyarakat  mampu 
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membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan desanya (Janwandri, 

2013:239-240). 

Demokrasi dalam kontek pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai 

pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif  dari masyarakat dalam 

bingkai demokratisai pada tingkat desa. Perwujudan dari partisifasi dan peran 

aktif masyarakat merupakan dampak dari konsep demmokrasi yang di anut di 

Indonesia. Negara Demokrasi adalah Negara yang diselengarakan  berdasarkan 

khendak dari kemauan rakyat. Atau jika ditijau dari sudut pandang organisasi ia 

(Demorasi) berarti pengorganisasiaan Negara  yang  dilakukan oleh rakyat sendiri 

atau atas persetujuan rakyat karena kedaualatan berada di tangan rakyat (Mahfud, 

2003:19). 

 

2.2.3. Pemilihan Kepala Desa Serentak 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak merupakan mekanisme baru 

dalam  penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang merujuk pada undang-

undang Nomor 6 tentang desa (UU Desa), yang dari segi waktu dilaksanakan 

secara bersama antar desa ditiap kabupaten dan secara bergelombang yang 

dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun ( Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 

Pemilihan kepala deas dilakukan secara serentak satu kali atau dapat  

bergelombang  dilaksanakan  pada  hari  yang sama diseluruh desa pada  wilayah  

Kabupaten/Kota dan secara  bergelombang  dapat dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan 
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keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang 

memenuhi persuaratan sebagai pejabat kepalaa desa. 

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biyaya 

pemiliah kepala desa dibebankan kepada APBDesa yang bersumber pada APBD 

Kabupaten.Kota, pemiliahan kepala desa dilakukan melalui tahapan  penjaringan 

bakan calon, penetapan calon, kampaye, pe, dan pemungutan suara, dan penetapan 

calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan  berdasarkan prolehan suara 

terbanyak. 

Calon kepala desa terpilhi tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua 

pantia pemilihan kepada Badan Permusywaratan Desa paling lama tujuh hari 

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih kemudian Badan Permusyawaratan 

Desa paling lama tuju hari setelah menerima laporan panitia pemilihan 

menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali kota. 

Dalam proses pelaksanaan pemiliha kepala desa serentak dalam proses 

pengimfelemntasiaannya dilaksanakan oleh panitia pemilihan, Pelaksanaan 

pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan dengan tahapan-tahapan persiapan, 

pencalonan, pemiliahan, dan penetapan calon terpilih. 

2.2.3. Kerangka Berpikir 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang baik, tentunya dibutuhkan  

system penulisan  yang runut, lengkap, serta mengcangkup analisi  penulis, selain 

itu juga, tidak kalah pentingnya memasukan kerangka berpikir  didalam  

penyusunan   suatu  peneltian, seperti  yang penulis lakukan di dalam profosal ini. 

Penyusunan Kearangka berpikir memiliki tujuan yaitu (1) mempermudah penulis 
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untuk melakukan pemetaan (2) menetukan  permasalahan  yang  menjadi  topic 

utama penelitian (3) pemetaan  konsep  tentang  teori yang releven dengan 

peneltian yang diangkat, (4) mampu membuat Forrscasting terhadap hasi 

sementara untuk membuat kesimpulan. Berikut dapat dilihat kerangka berpikir 

yang penulis gunakan dalam peneitian ini: 

 

Gambar . 2. 4. Kerangka Pikir 

Konsep Implementasi 

 

 

 

  

 

 

 

      Sumber: indiahono, dwiyato 2009:31 dan George R Terry. 

 

2.2.4. Definisi Konseptual 

Definisi  konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang 

menjadi hal pokok perhatian. Definisi  konseptual adalah suatau abstraksi dari 

kerangka  dasar teori. Adapun  definisi  konseptual dalam permasalahan ini 

adalah: 

Asfek Implementasi 

1. Komunikasi  

2. Sumber daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi 

1. Sumber daya manusia 

2. Angaran 

3. Material (logistik) 

4. Imformasi 

5. Legitimasi 

6. Partisipasi  
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(1) Kebijakan piblik adalah kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai 

tahapan. 

(2) Implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

bergbagai acktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yangs 

sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

(3) Pemilihan serentak adalah suatu proses pelaksanaan pemilihan yang di 

laksanakan secara serentak untuk memilih perwakilan rakyat diparlemen, baik itu 

untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat pusat, anggota perwakila 

daerah provinsi, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota 

perwakila rakyat daerah kabupaten/kota. 

(4) Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara 

langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan 

pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh 

warga biasa. 

(5) Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan yang dilakukan secara 

serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama 

diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat 

dilksanakan denga mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala 

desa. 
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2.2.5. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional variabel bertujuan untuk menjelaskan maknavariabel 

yang sedang diteliti. Masri. S (2003:46-47) memberikan pengertian  tentang  

Definisi Oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam 

petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. 

Adapun  Definisi  Oprasional  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Asfek implementasi kebijakan 

1. Komunikasi 

a. Komunikasi efektif 

b. Tujuan dan Sasaran 

2. Sumber Daya 

a. Sumber daya memadai 

b. Sumber daya manusia 

c. Sumber daya financial 

3. Disposisi 

a. Kejujuran 

b. Komitmen 

c. Demokratis 

   4. Birokrasi 

    a. Mekanisme 

            b. Struktur birokrasi  

 

B. Faktor pendukung implementasi kebijakan 

1.   Men (Human Resources) 

Sumber  daya tidak harus mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir. 

 2.   Money (finances) 
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Money terkait dengan peruntukan mata anggaran yang telah di setujui terlebih 

dahulu. 

3.   Material (logistic) 

4.   Machine (imformation) imformasi yang berbentuk 

a.  Persyuratan 

b. Alat komuniasi 

c. Dokumentasidan arsip 

5. Methos (legitimation) 

Dalam  manaejmen  public  dikenal  dengan persetujuan atasan atao   sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Market (participation) dapat berbentuk dukungan dan penolakan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis  peneltitian  yang  penulis  gunakan  yaitu  metode  penelitian 

desktoptip  kualitatif sering di sebut metode peneltian naturalistic karena 

peneltitiannya  dilakukan  pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai 

metode ednografi, penelitian kualitatip dilakukan pada objek alamiah (natural 

seting); disebut  juga  sebagai  metode ednografi. Karena  pada awalnya metode 

ini lebih banyak digunakan unruk penelitian bidang antripologi budaya, disebut 

sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analiisnya lebih 

bersifat kualitatif. 

Menurut sugiyono (2010:15) metode deskriptif analisis merupakan 

metode yang  bertujuan  mendeskripsikan  atau memberi gambatran terhadap 

suatu objek penelitia yang  diteliti melalui sample atau data yang telah terkumpul 

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan didesa salut kecamatan kayangan Kabupaten 

Lombok Utara. Alasan memilih lokasi di desa salut, adalah selain merupakan  

salah  satu desa yang melaksanakan Pemilihan Kpela Desa Serentak di Kabupaten  

Lombok  Utara, desa salut selalu menjadi maknet ersendiri pada saat perhelatan 

pesta demorasi lokal, masih kuatnya budaya patrimonial masyarakat terhadap 
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dusun dan ketokohan seseorang merupakan modal yang masih  mempengaruhi  

perilaku  dalam  menetukan  pemilihan. 

3.2. Imforman atau Objek Penelitian 

Pemilihan  imformasi  sebagai sumber  data dalam proses penelitian ini 

adalah  berdasarkan  pada  asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki 

data, dan bersedia memberikan  imforman lengkap dan akurat. Penelitian terdiri 

dari imforman kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki imforman 

fokok yang diperlukan dalam penelitian yang menjadi imforman adalah: 

Tabel: 3.1 

Nama-Nama Imforman Penelitian 

NO Nama Jabatan Jumlah 

1 Atmaja Gumbala Kepala Bidang PADes 

BP2KBPMDes Kabupaten  

Lombok Utara 

1. Orang 

2 Ahmad Fadli. 

S.Pd 

Ketua Panitia Pilkades 1. Orang 

3 Latif, S.Pd Wakil BPD Desa Salut 1. Orang 

4 Mustawa, 

S.Adm 

Kepala Desa 1. Orang 

 

5 

-Sugianto 

-jumratul abdi 

-robirosa sanjaya  

-hardianto 

-hartono 

Tokoh Masyarakat    5.         Orang 

 

1.4.  Sumber Data 

Menurut  Arikunto (1998:144), Sumber  data  adalah  objek  dari mana 

suatu  data  dapat  diproleh. Menurut  Sutopo  (2006:56-57)  Sumber  data  adalah 
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tempat  data  diproleh  dengan  mengunakan  metode tertentu baik, berupa 

manusia, altepak, atao dokumen-dokumen. 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Data  Primer  adalah  data  yang diproleh langsung dari sumbernya. 

dengan mengadakan wawancara secara langsung tentang pelaksanaan 

implementasi peraturan bupati kabupaten Lombok utara Nomor 35 Tahun 2017 

tentang  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa Serentak di Desa Salut Kecamatan 

Kayangan Lombok Utara Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut terdiri dari: Ketua  dan 

Anggota. 

2. Data Skunder 

Data  skunder  dalam  penelitian ini adalah data yang diproleh bukan  

secara  langsung  dari  sumbernya, penelitian  ini sumber data skunder yang 

dipakai adalah sumber tertulis, seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan 

dokumen-dokumen dari pihak yang terkait. 

1.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengupulan  data  merupakan  langkah  yang paling strategis 

dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mendapakan 

data. Tama mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapakan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
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    Menurut Sugiyo (2005:62), “ Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling  strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.” 

    Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumnetasi. 

1. Teknik observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan  pengamatan secara langsung ke objek peneliti untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan. 2003:104). 

3. Teknik Wawancara 

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar imformasi dan ide melalui tanya jawab, sehinga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. 

Teknik wawwancara  yang  penulis gunakan  dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara terstruktur (sruktur interview). Teknik wawancara terstruktur 

digunakan, bila penelitian pengumpul data telah mengetahui tentang imformasi 

yang diproleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara , pengumpul data 

telah menyiapkan instrunmen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang altenatif jawabannya pun telah disiapkan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi  merupakan  pengumpulan data oleh peneliti dengan cara  

mngumpulkan  dokumen-dokumen  dari  sumber terpercaya yang mengetahui 

tentang narasumber. 
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    sugiyono (2013 :240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dai seseorang Metode dokumentasi menurut Arikunto 

(2006:231) yaitu mencari data menegnai variabel yang berupa catatan, trakskrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rafat, agenda, dan sebagainya. 

4.5. Teknik Analisisis Data 

Bodgan (2013:88) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diproleh dari hasil wawancara,catatan, 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya 

mengorganisasikan data menajbarkan kedalam unit-unit, melakukan sisntesa, 

menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman (1994:91-99) mengemukakan bahwa aktivitas 

vdalam analisis data kualitatif dilakukan secara iteraktif dan berlangusung  secara  

terus  menerus sampai tuntas, sehingga datanay sudah jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data yaitu reduksi data, penyejian data, dan penarikan kesimpulna. 

 

1. Reduksi data  

Yaitu sebagai proses seleksi, pempokusan, pengabstrakan, transformasi  

data  kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengupulan 

data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah 

peneliti. 
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2. Penyajian data. 

Yaitu rangkaian organisasi imforman yang memungkinkan peneliti 

dilakukan. Penyajian data diproleh begbagai jenis, jeringan kerja, keterkaitan 

kegiatan atau tabel. 

3. Penarikan keismpulan  

Yaitu pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap 

sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola 

pengarahan dan sebab akibat. 

 

Tabel : 1.2 

 Teknik Analisi Data 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 6.1 b. Komponen komponen Analisis Data (model intraktif). 

 

Pengumpulan data 

Atao Anlisi Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data Penarika Kesimpulan 


